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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara dengan peringkat ke-4 di dunia yang 

memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 272.229.379. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingginya jumlah penduduk Indonesia adalah angka kelahiran yang 

tinggi. Angka kelahiran yang tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah 

perkawinan di Indonesia. Adapun salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi 

angka kelahiran yang menjadi problematika di Indonesia adalah melakukan 

perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) 

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan 

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” UU 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dilakukan perubahan dalam UU No. 16 

Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan 

wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.
1
  

Menurut UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) Perubahan 

ketiga menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan adanya Pasal 

ini di dalam bagian UUD 1945 menunjukan bahwa penegakan keadilan di 

Indonesia merupakan amanat Negara yang harus dilaksanakan. Sebagai suatu 

 

 _____________________________  

1
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 



 

 2 

 

Negara hukum Indonesia sudah melakukan pembangunan sejak lama. Akan tetapi 

sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan 

menyeluruh.terhadap aturan hukum dan perundang-undangan yang dibentuk 

sebagai sarana pembaharuan masyarakat dalam menciptakan keadilan serta 

kepastian hukum. Akibatnya hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan 

lebih banyak berjalan tidak efektif. 
2
  

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun pembaharuan mengenai peraturan 

perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk pengaturan 

mengenai Dispensasi Kawin telah diatur secara khusus di Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin.   

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu 

hukum mengatur masalah perkawian ini secara detail. Berdasarkan Undang-

Undang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir 

dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk 

membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

 

 _____________________________  

2
 Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur Untuk melangsungkan Perkawinan 

Menurut Perundang-undangan Di Indonesia”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40. No. 2 Juli-

Agustus 2015, hlm 126 
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Ketuhanan Yang Maha Esa yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
3
   

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

dalam Pasal 1 Menyebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”
4
 Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 

menyatakan bahwa : “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah.” 
5
  

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita 

menimbulkan akibat lahir dan bathin antara keduanya, dan juga terhadap keluarga 

masing-masing serta terhadap harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik 

sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki 

hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yaitu melalui 

budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.
6
 

Syarat-syarat perkawinan dapat dibedakan menjadi syarat materil dan syarat 

formil. Syarat materil ialah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang 

yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil merupakan syarat 

 

 _____________________________  

3
 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, 

hlm 10 
4
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 

5
 Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam  

6
 Hassan Bastom, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan  Batas Umur 

Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, YUDISIA, Vol 7, No.2, 

Desember 2016, hlm. 354 
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yang berkaitan denga tata cara kelangsungan perkawinan, baik syarat yang 

mendahului maupun syarat yang menyertai kelangsungan perkawinan.  

Syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sepakat para 

pihak, batas usia, jenis halangan untuk kawin, dan jangka waktu tunggu bagi 

janda. Sedangkan yang dimaksud syarat formil ialah tata cara atau prosedur 

melangsungkan perkawinan menurut agama dan Undang-Undang, disebut juga 

syarat objektif. Syarat formil  perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 

No 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan yakni dalam Ayat (1) Perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu 

dan pada Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
7
  

Menurut Tan Kamello dalam bukunya yang berjudul Hukum Orang 

dan Keluarga, bahwa syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Undang-Undang 

Perkawinan terdiri atas syarat substantif dan syarat adjektif. Syarat substantif 

adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para pihak yang akan 

melangsungkan, sedangkan syarat adjektif merupakan tata cara atau formalitas 

perkawinan yang diatur menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya.
8
  

Usia memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan perkawinan, 

karena usia merupakan tolak ukur seseorang dikatakan cakap untuk mengemban 

 

 _____________________________  

7
 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentag Perkawinan 

8
 Rosnindar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan, 

Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada, 2016, hlm.56-57 
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tanggung jawab. Seperti yang diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 

tahun atau sudah (pernah) menikah”.
9
 Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata 

menyatakan seseorang sudah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum jika 

ia sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia 21 tahun. Jadi 

seseorang yang menikah sebelum usia 21 tahun dapat melakukan perbuatan 

hukum karena dianggap telah dewasa oleh KUH Perdata.  

Akan tetapi peluang perkawinan di bawah umur masih dapat terjadi di 

Indonesia walaupun telah adanya perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019. 

Karena UU No. 16 Tahun 2019 memberikan pengecualian jika terdapat sebab-

sebab tertentu yang mengaharuskan pasangan tersebut menikah maka pihak yang 

belum memenuhi usia 19 tahun sebagai syarat perkawinan dapat mengajukan 

dispensasi kawin. Hal ini telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 7  Ayat 

(2) “ Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita 

dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak 

disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Ayat (3) “Pemberian dispensasi oleh 

pengadilan sebagimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat 

kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ayat (4) 

“Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan 

 

 _____________________________  

9
 Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
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dispensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan tidak mengurangi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (6).” 
10

  

Secara singkat dapat dipahami bahwa dispensasi kawin ialah 

permohonan izin untuk melakukan perkawinan di bawah umur yang diajukan 

pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama. Tentunya izin dari 

Pengadilan Agama untuk menetapkan dispensasi kawin tersebut melalui beberapa 

pertimbangan baik secara hukum maupun di luar hukum. Dispensasi kawin ini 

sebenarnya merupakan peluang akan adanya peningkatan pernikahan di bawah 

umur, yang tentunya hal ini memiliki dampak tersendiri seperti dapat merusak 

generasi bangsa terutama tidak terpenuhinya hak-hak yang melekat pada anak 

yaitu perlindungan anak.
11

  

Mengenai perlindungan anak, konstitusi telah mengaturnya dalam 

Pasal 28B Ayat (2) bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindunggan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. Hal ini menunjukan bahwa setiap anak harus dan wajib di lindungi 

oleh Negara dari segala macam praktek diskriminasi, kekerasan, ataupun 

penghilangan terhadap hak-hak mereka sebagai anak. Tidak sedikit yang 

berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur berpotensi dapat menghilangkan 

hak-hak anak. Hal ini disebabkan karena disaat anak-anak yang menikah dengan 

jalan dispensasi kawin harus secara mandiri dan terkadang jauh dari pengawasan 

 

 _____________________________  

10
 Pasal 7  Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
11

 Lisma Lubis, “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-

Undang Perkawinan”,  Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal, Vol. 11, No. 1, 2021 hlm. 1-2 
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dan perlindungan orang tua. Maka dari itu, segala keputusan yang diberikan oleh 

Hakim untuk menentapkan dispensasi kawin kepada mereka yang masih di bawah 

umur harus dengan pertimbangan yang matang. Bukan hanya dilihat dari prosedur 

atau administrasi persyaratan perkawinannya saja, melainkan harus dilihat dari 

segi psikis dan mental mereka. 
12

  

Psikis dan mental menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sebab 

tidak banyak perkawinan yang gagal hanya karena ketidaksiapan pasangan dalam 

menghadapi problematika dalam rumah tangga. Dalam perkara permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau, tidak sedikit pengajuan 

permohonan dispensasi kawin itu karena hamil di luar nikah. Hal ini menunjukan 

bahwasannya orang tua sebagai garda terdepan pengawasan terhadap anak masih 

belum optimal. Ahmad Kamil dalam bukunya berpendapat bahwasanya 

perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah dan Negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.
13

 

Pengawasan terhadap anak perlu dioptimalkan baik secara pribadi maupun di 

dalam masyarakat. Hal tersebut ditunjukan untuk melindungi hak-hak anak serta 

mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat menggangu 

tumbuh kembang anak.   

 

 _____________________________  

12  
Riya Ika Sari, “Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Ditinjau Dari 

Prespektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, 

Dinamika, Vol. 28, No. 1, 2020 hlm.316 
13

 Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di 

Indonesia, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.5 
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Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas tercantum dalam Pasal 26 

Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan 

bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya 

perkawinan di usia anak-anak.
14

 Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat 

tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian orang tua, bahwa hal 

ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah muda, dalam usia yang masih 

tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan kehilangan hak-haknya 

seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan usianya.  

Dispensasi kawin yang diberikan untuk melangsungkan perkawinan di 

bawah umur merupakan suatu hak bagi warga Negara sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945. Maka terlepas dari bagaimanapun 

konsekuensinya, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang belum cukup 

umur akan tetap sah selama mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama. 

Dalam hak ini yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah 

mengenai bagaimana pertimbangan Hakim khususnya Hakim di Pengadilan 

Agama Lubuklinggau dalam menentapkan dispensasi kawin bagi mereka yang 

belum cukup umur agar selain tidak melanggar hak mereka untuk menikah, 

penetapan tersebut juga harus didasarkan pada nilai-nilai untuk tetap 

meperjuangkan hak perlindungan bagi anak. Selain pertimbangan yang dilakukan 

 

 _____________________________  

14
 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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oleh Hakim sebelum menetapkan dispensasi kawin, himbauan juga diberikan 

kepada para pemohon agar menunda atau tidak melanjutkan permohonan di muka 

persidagan. Hal itu disebabkan karena banyak perkawinan yang berakhir karena 

hasil dari pendewasaan perkawinan melalui dispensasi kawin
15

.  

Hakim Pengadilan Agama beberapa kali mengingatkan dan 

memberitahukan bahwa perihal umur merupakan sesuatu yang vital untuk 

mempersiapkan sebuah perkawainan. Pengadilan  Agama juga sedikit banyak 

menerima perkara perceraian dimana perkawinannya hasil dari dispensasi kawin. 

Hal inilah yang menarik dikaji oleh peneliti bahwasanya dalam dispensasi kawin 

diperlukan pertimbangan-pertimbangan dari Hakim untuk melihat ke depan, 

apakah akan berpotensi melahirkan rumah tangga yang baik dan sejahtera atau 

sebaliknya malah justru melahirkan penderitaan bagi mereka yang sebenarnya 

belum mencukupi usianya untuk menikah. Namun yang perlu digaris bawahi 

disini ialah pertimbangan oleh Hakim tersebut bukan semata-mata untuk 

menghalangi pernikahan sebagai salah satu ibadah, melainkan untuk menciptakan 

kemaslahatan dan menjauhi segala bentuk kemudharatan yang akan ada nantinya.  

Tentunya dalam memberikan izin kepada para pemohon untuk 

melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun bukan perkara yang mudah 

bagi Hakim sebagai aktor utama dalam mengadili permohonan pengajuan 

dispensasi kawin tersebut. Diperlukan kecermatan untuk mengetahui fakta-fakta 

yang ada di dalam memutuskan sebuah permohonan yang didalilkan oleh 

 

 _____________________________  

15
  Lisma Lubis, “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-

Undang Perkawinan”,  Jurnal Ilmiah Penelitian Law_Jurnal, Vol. 11, No. 1, 2021 hlm. 8 
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pemohon sehingga pertimbangan Hakim dapat dipertanggungjawabkan serta 

bermuara pada keadilan untuk sesama. Apabila dilihat dari Pengadilan Agama 

Lubuklinggau, Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin melihat 

dari kondisi anak pemohon terutama mental/psikisnya, kondisi keuangan calon 

yang akan dinikahkan khususnya pihak laki-laki, dan kesiapan kedua belah pihak 

keluarga. Maka yang menarik dari pemberian izin dispensasi kawin kepada 

pemohon yang mengajukan di Pengadilan Agama Lubuklinggau ialah apakah juga 

melihat dari segi perlindungan anak atau tidak. Mengingat, pernikahan tersebut 

menyangkut pada seseorang yang belum cukup umur atau masih anak-anak, maka 

perlindungan anak harus diupayakan sedemikian rupa untuk dijadikan 

pertimbangan dalam rangka menciptakan kondisi keluarga yang baik dan 

harmonis nantinya.  

Berdasarkan uraian di atas maka dibahas dalam bentuk skripsi yang 

berjudul : Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin Di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau 

dalam memberikan dispensasi kawin setelah diterapkannya PERMA No 5 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin? 
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2. Bagaimana tata cara pemeriksaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Lubuklinggau setelah diterapkannya PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian dalam 

penulisan skripsi ini adalah:. 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim di Pengadilan 

Agama Lubuklinggau dalam memberikan dispensasi kawin setelah 

diterapkannya PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pemeriksaan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Lubuklinggau setelah diterapkannya PERMA 

No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan tri dharma 

perguruan tinggi. Di bidang pengajaran hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian akademik untuk mengembangkan materi pengajaran 

kepada mahasiswa. Di bidang penelitian hasil penelitian diharapkan dapat 

menjadi referensi untuk dijadikan evaluasi yang nantinya menjadi 

pengembangan ilmu baru dan menjadi solusi dalam penyelesaian masalah. 
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Di bidang pengabdian melalui kegiatan penelitian ini terhadap beragam 

masalah yang berkembang di masyarakat dapat dihasilkan sebuah solusi 

maupun inovasi yang bisa memberikan manfaat secara langsung bagi 

masyarakat disekitarnya dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata dan 

dalam praktik penyelesaian perkara pada permohonan dispensasi kawin. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian.  

2) Bagi Legislatif selaku pembuat Perundang-Undangan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat peraturan perundang-undangan baru atau melakukan 

perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada 

3) Bagi Yudikatif selaku penegak hukum Aparat Penegak Hukum 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam 

melakukan implementasi terhadap PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. 

4) Bagi Aparat penegak hukum lainnya  

Hasil penlitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bacaan bagi Aparat 

penegak hukum dalam memahami dan menerapkan PERMA No 5 

Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin saat beracara di persidangan. 
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5) Bagi Pegawai KUA dan CAPIL 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dan 

pertimbangan KUA dan CAPIL dalam melakukan penolakan 

perkawinan untuk pasangan di bawah umur yang belum mendapatkan 

penetapan dispensasi kawin. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan 

dalam pencatatan perkawinan setelah mendapatkan penetapan 

dispensasi kawin.  

6) Bagi Pemerhati Perlindungan Anak dan Perempuan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi 

Pemerhati Perlindungan Anak dan Perempuan untuk mengurangi 

angka pernikahan di bawah umur dan pemenuhan hak-hak anak dan 

perempuan yang melakukan dispensasi kawin.  

7) Bagi Masyarakat Umum  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi 

yang bermanfaat dan juga menambah ilmu bagi masyarakat mengenai 

dispensasi kawin.  

E. Ruang Lingkup  

Berdasarkan judul skripsi yang menjadi topik utama pembahasan, 

maka ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya terbatas pada 

pelaksanaan pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan 

Agama Lubuklinggau Kelas 1B berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengenai 

Pertimbangan Hakim berdasarkan PERMA No 5 Tahun 2019 dalam memberikan 
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dispensasi kawin kepada Pemohon dengan mempertimbangkan penegakan 

perlindungan anak.  

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah 

ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode 

ilmiah. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 

dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.
16

 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini yaitu 

penelitian yuridis normatif dan didukung dengan wawancara sebagai dasar 

penguat argumentasi dalam analisis pemasalahan. Menurut Soerjono Soekanto 

penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti 

dengan teknik melaksanakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur 

yang bertautan dengan permasalahan yang diteliti.
17

 Penelitian ini didukung juga 

dengan data lapangan yaitu menggunakan fakta-fakta yang didapatkan melalui 

wawancara atau pengamatan secara langsung dari lapangan, yaitu pada 

Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1 B. 

 

 _____________________________  

16
 Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RoD, 

Bandung, Alfabeta, 2009, hlm 6  
17

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13 
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2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan 

pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, mencermati, menelaah, berbagai 

aturan hukum atau semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

isu hukum yang sedang diteliti, sehingga dapat memecahkan permasalahan-

permasalahan yang sedang diteliti.
18

 Menggunakan pendekatan tersebut 

dimaksudkan untuk melihat dan mengamati bagaimana respon pengadilan 

terhadap pemberlakuan atau penerapan aturan baru atau dengan adanya PERMA 

No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.  

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Penelitian Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum yaitu : 

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari 

Peraturan Perundang-undang, yaitu.
19

 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

 

 _________________________  
18

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, 

hlm.128 
19

 Op.Cit., hlm141 



 

 16 

 

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan 

f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam  

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan data kepustakaan yang 

menguraikan secara mendalam tentang bahan hukum primer, dapat 

berbentuk karya ilmiah atau hasil dari penelitian serupa yang terkait 

dengan persoalan yang dibahas.
20

 

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang menyumbangkan 

informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, jurnal, media massa, 

dan internet.
21

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dalam penulisan skripsi ini 

ada 2 yaitu: 

 

 

 

 

 _____________________________  
20

 Ngobrolin Hukum.  Data Sekunder Penelitian Hukum Normatif. Diakses melalui 

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-

normatif/ pada 8 November 2022, pada pukul 12.57 WIB 
21

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif SuatuTinjauan 

Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14 

https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/
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a. Studi Dokumen 

Studi dokumen ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan 

mempelajari data dalam bentuk peraturan perundang-undangan, 

literatur dalam bentuk buku, jurnal, karya ilmiah, dan majalah. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara atau 

tanya jawab yang dilakukan secara langsung guna mendapatkan 

informasi. Terkait hal ini yang menjadi narasumber dalam wawancara 

tersebut yaitu Hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas 1B. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang sudah didapat dan terkumpul dilakukan analisis 

secara perspektif kualitatif, yaitu cara pandang peneliti terhdap tingkat kebebasan 

kepada responden dalam memberikan data atau informasi yang hendak 

disajikan.
22

 Dimana bahan hukum yang telah didapatkan dari hasil penelitian ini 

diuraikan dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi lapangan 

dan studi kepustakaan serta meringkas berbagai kondisi dan situasi yang terjadi 

dalam berbagai data tersebut.
23

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam skripsi ini 

yaitu metode deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan yang menggunakan 

kerangka berfikir sesuai realita dari hal-hal umum menuju dan diakhiri dengan 

 

 _____________________________  

22
 Sumardi Surybrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012, 

hlm 80 
23

 Op.Cit.,hlm.51 
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suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
24

   

 

 _____________________________  
24

 Aminuddin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; PT 

Raja Grafindo Persada, 2004,hlm 25 
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